
SALINAN

 
NOMOR 3/C, 2009  

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG 

NOMOR  10  TAHUN 2009 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG 

NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI 

PERIJINAN RUMAH SUSUN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

WALIKOTA MALANG,  

Menimbang :

 

a. bahwa tarif retribusi bidang perijinan rumah susun yang diatur 

dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2007 

tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perijinan Rumah Susun 

tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dewasa ini 

serta untuk meningkatkan investasi di Kota Malang, sehingga 

perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif retribusi di bidang 

perijinan rumah susun; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2007 

tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perijinan Rumah Susun;  

Mengingat :

 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-

Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman 

Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan 



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2940); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3209); 

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318); 

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia             

Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3501); 

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4038); 

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 

 

Tahun 1997 Nomor 1968, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3699); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4247); 

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389);  



12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004   

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 

Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3258); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3354); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah 

Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 

 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3372); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 98, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3696); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4139);  



20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1992 tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun; 

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang 

Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun; 

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 

tentang Tata Cara Pemungutan di Bidang Retribusi Daerah; 

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 

tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Pemberian Kemudahan Perizinan dan Insentif Dalam 

Pembangunan Rumah Susun Sederhana di Kawasan Perkotaan; 

27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang 

Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kota Malang      

Tahun 2001-2011 (Lembaran Daerah Kota Malang                  

Tahun 2001 Nomor 10 Seri C); 

28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kota 

Malang Tahun 2001 Nomor 16 Seri C); 

29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 

Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota (Lembaran 

Daerah Kota Malang Tahun 2003 Nomor 01 Seri E); 

30. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Penyelenggaraan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang 

Tahun 2004 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Malang Nomor 1);   



31. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan dan Retribusi Perijinan Rumah Susun 

(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2007 Nomor 2 Seri C, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 42); 

32. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57); 

33. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Malang Nomor 59);  

34. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota 

Malang Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Malang Nomor 73);  

Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG 

dan 

WALIKOTA MALANG  

MEMUTUSKAN :  

Menetapkan :

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 3     

TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN 

RETRIBUSI PERIJINAN RUMAH SUSUN.   

Pasal  I  

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan dan Retribusi Perijinan Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Malang     

Tahun 2007 Nomor 2, Seri C), diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :  

Pasal  56  

Dengan nama Retribusi Pengesahan Pertelaan yang bersifat komersial dipungut retribusi 

sebagai pembayaran atas pemberian Pengesahan Pertelaan.  



2. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :  

Pasal  60  

Setiap pemberian Pengesahan Pertelaan yang bersifat komersial dikenakan retribusi, 

sebagai berikut : 

a. Untuk rumah susun hunian, sebesar Rp. 50.000,00/unit; 

b. Untuk rumah susun bukan hunian, sebesar Rp. 75.000,00/unit; 

c. Untuk rumah susun campuran : 

1) hunian, sebesar Rp. 75.000,00/unit; 

2) perkantoran, perdagangan dan jasa sebesar Rp. 100.000,00/unit.  

Pasal  II  

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah         

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.         

Ditetapkan di Malang 
pada tanggal    10    September     2009  

WALIKOTA MALANG,  

ttd.  

Drs. PENI SUPARTO, M.AP  

Diundangkan di Malang 
pada tanggal        10          September         2009 
     
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,  

                               ttd.  

Drs. BAMBANG DH SUYONO, M.Si

 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19560620 198002 1 002  

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2009 NOMOR  3  SERI C   

Salinan sesuai aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM,    

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.

    

         Pembina  
                                               NIP. 19710407 199603 2 003  


